
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah menjadi bagian 

nyata dari kehidupan bangsa dan terus bertahan hingga saat ini.
1
 Masyarakat 

hukum adat merupakan kelompok masyarakat berbentuk komunal di mana 

berbagai aspek kehidupan yang dijalankan berlandaskan pada prinsip 

kebersamaan. Masyarakat hukum adat dapat digolongkan berdasarkan 

kemampuan anggotanya untuk mengatur dirinya sendiri sebagai subjek hukum.
2
 

Sebagai subjek hukum yang mandiri, mereka memiliki hak untuk 

mempertahankan adat istiadatnya serta berperan aktif dalam interaksi sosial, 

ekonomi, dan hukum dengan masyarakat lain maupun pemerintah. Kemandirian 

ini juga memungkinkan mereka untuk menetapkan aturan sendiri dalam berbagai 

aspek kehidupan, seperti penyelesaian sengketa, kepemilikan tanah, serta sistem 

kepemimpinan tradisional. 

Istilah “masyarakat hukum adat” pada mulanya diperkenalkan dan 

digunakan oleh para ahli, terutama dalam konteks akademik dan teori hukum. 

Hal ini bertujuan untuk menggolongkan kelompok pribumi yang memiliki tradisi 

hukum sendiri dengan golongan Eropa Timur yang memiliki sistem dan tradisi 

hukum tertulis.
3
 Penggunaan istilah masyarakat hukum adat mulai meningkat 

pada tahun 1990-an sekaligus munculnya tuntutan dari aktivis dan organisasi 

non-pemerintah yang ingin memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak 
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masyarakat hukum adat. Hal ini ditandai dengan pembentukan Jaringan Pembela 

Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) pada tahun 1993 di Toraja, Sulawesi 

Selatan, yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi non-

pemerintah.
4
 Setelah memasuki era reformasi, istilah masyarakat hukum adat 

semakin menarik perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Pada tahun 1999, 

istilah masyarakat hukum adat tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

yang menyatakan bahwa:
5
 

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan 

dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.  

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 

tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 

 

Saat ini, isu mengenai masyarakat hukum adat di Indonesia menjadi 

perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh upaya intensif dari masyarakat hukum 

adat untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas eksistensi mereka, 

baik sebagai komunitas maupun atas hak wilayah adat mereka. Pengakuan 

terhadap hak-hak masyarakat hukum adat pada hakikatnya telah diatur dalam 

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 

yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi upaya 
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perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang sering kali berada 

dalam posisi rentan di tengah perkembangan zaman.
6
 

Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari satu pasal yang 

menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil, 

masing-masing dengan bentuk pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-

undang, mempertimbangkan konsep musyawarah dalam struktur kekuasaan 

pemerintahan dan hak asal-usul di daerah tertentu. Setelah perubahan, Pasal 18 

UUD 1945 dibagi menjadi tiga pasal: Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.  

Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua alinea, menyatakan bahwa:
7
 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang.  

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang.  

Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, pengakuan terhadap gaya hidup 

masyarakat hukum adat merupakan prinsip penuntun popularitas dan bentuk 

keamanan hukum bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. 

Pengakuan yang dimaksud merujuk pada identifikasi dan perlindungan terhadap 

komunitas hukum adat sebagai subjek hukum, beserta hak-hak tradisional yang 

melekat pada mereka.
8
 

Hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi oleh beberapa undang-undang, 

selain UUD 1945, seperti: 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA)  

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 

Dalam implementasinya, hak-hak masyarakat hukum adat seperti hak atas 

tanah ulayat, sumber daya alam, dan warisan budaya, kerap kali dilanggar oleh 

berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemerintah dan pihak swasta.
9
 

Pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik agraria 

sering kali dilakukan tanpa melibatkan atau memperhatikan kepentingan 

masyarakat hukum adat.
10

 Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang 

menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan akses terhadap tanah, sumber 

daya, dan hak-hak dasar mereka. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya 

implementasi hukum di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang ditetapkan di 

tingkat lokal kerap kali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku di tingkat nasional. 

Di tingkat lokal, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah 

yang memuat upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 

Namun demikian, regulasi pada tingkat daerah tersebut tidak selalu menjamin 

adanya implementasi yang efektif di lapangan.
11

 Banyak peraturan daerah yang 

hanya memuat ketentuan normatif tanpa disertai dengan petunjuk pelaksanaan 

yang konkret, sehingga kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme 
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perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa, meskipun keberadaan masyarakat hukum adat telah 

terdapat pengakuan formal melalui instrumen hukum, realisasi perlindungan hak-

hak masyarakat hukum adat masih bersifat parsial dan tergantung pada komitmen 

serta kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. 

Dalam berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat, upaya 

perlindungan hak-hak mereka tidak dapat dilepaskan dari pendekatan 

pemberdayaan. Perlindungan tanpa pemberdayaan masyarakat hanya akan 

menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang pasif dan bergantung, 

sehingga kurang efektif dalam mengatasi ketidakadilan struktural yang mereka 

alami. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat memberikan masyarakat hukum 

adat kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, mengelola 

sumber daya secara berkelanjutan, dan mempertahankan identitas budaya 

mereka.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembangunan nasional yang berkelanjutan.
12

 Pemberdayaan masyarakat diatur 

melalui berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah 

dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan mampu 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satu instrumen penting yang 

berperan dalam proses ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(selanjutnya disingkat dengan LPM) yang memiliki posisi strategis sebagai mitra 

penghubung antara pemerintah dan masyarakat.  

Dasar hukum yang mengatur peran LPM dalam membangun desa saat ini 

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini 
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secara jelas menyebutkan bahwa LPM memiliki tugas untuk membantu 

pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, serta 

menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif.
13

 Peran ini 

mencakup upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui 

program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
14

 Dalam konteks 

ini, keberadaan lembaga lokal seperti LPM menjadi penting untuk ditelaah, 

terutama bagaimana peran dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan 

peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.  

Isu perlindungan masyarakat hukum adat telah menjadi perhatian di tingkat 

nasional, mengingat keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian 

penting dari identitas bangsa dan diakui secara konstitusional. Melalui berbagai 

kebijakan, pemerintah pusat berupaya memberikan ruang bagi masyarakat hukum 

adat agar tetap eksis sekaligus memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka, 

terutama di tengah arus pembangunan dan modernisasi yang seringkali 

menimbulkan benturan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Dalam 

lingkup regional, Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang kaya akan 

komunitas adat pun tidak luput dari tantangan yang sama.
15

 Problematika ini 

semakin kompleks mengingat daerah tersebut memiliki kekhasan sosial berupa 

kuatnya eksistensi masyarakat hukum adat dengan sistem nilai dan hak ulayat 

yang masih hidup hingga saat ini.  

Di antara daerah di Sumatera Barat, Kota Sawahlunto merupakan contoh 

menarik sekaligus penting untuk dikaji. Kota ini memiliki sejarah panjang dan 
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karakteristik sosial budaya yang khas, termasuk keberadaan masyarakat hukum 

adat di dalamnya. Selain itu, sistem pemerintahan daerah Kota Sawahlunto tidak 

sepenuhnya berbasis nagari seperti daerah lain di Sumatera Barat, melainkan 

memiliki kombinasi antara struktur pemerintahan desa dan kelurahan dengan 

keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tertentu. Kondisi tersebut 

melahirkan dinamika tersendiri dalam hal perlindungan hak masyarakat hukum 

adat, khususnya ketika harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan kota 

yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pasca-pertambangan. 

Hingga saat ini, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi 

masyarakat hukum adat di kota Sawahlunto belum membuahkan hasil yang 

optimal.
16

 Berbagai kasus konflik agraria, perampasan tanah ulayat, dan 

marginalisasi hak-hak masyarakat hukum adat masih sering terjadi, menunjukkan 

lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. 

Kendala koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan 

lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi hambatan 

penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat. Dalam rangka 

menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto telah membentuk 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat Perda LPM). Peraturan ini 

secara normatif memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta memperkuat posisi masyarakat 

hukum adat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.   

Berdasarkan Perda LPM, LPM Kota Sawahlunto memiliki tanggung jawab 

yang luas dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 
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pembangunan. Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas LPM mencakup penyusunan 

rencana pembangunan secara partisipatif, pelaksanaan, pengendalian, hingga 

pengembangan kegiatan pembangunan yang melibatkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat.
17

 Lebih jauh, Pasal 8 menjelaskan fungsi LPM sebagai 

penyalur aspirasi masyarakat, penggerak partisipasi dan prakarsa lokal, hingga 

pemberdaya keluarga dan hak-hak politik masyarakat.
18

 Sedangkan Pasal 9 

memuat kewajiban LPM, termasuk penyusunan rencana pembangunan yang 

didasarkan pada usulan masyarakat, pelaporan kegiatan, hingga pelaksanaan 

musyawarah yang menjunjung tinggi norma serta etika kerja sama antar 

lembaga.
19

 

Sebagai lembaga yang diamanatkan dalam Perda tersebut, LPM memiliki 

peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat hukum adat dengan 

kebijakan pemerintah daerah. LPM diharapkan mampu menjadi wadah 

partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, 

termasuk dalam hal perlindungan hak-hak adat. Dengan merujuk pada 

pemahaman ini, LPM tidak secara eksplisit disebut sebagai pelindung masyarakat 

hukum adat. Namun   melalui tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki, 

memungkinkan LPM untuk berperan aktif dalam mendukung pengakuan serta 

perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto secara 

partisipatif dan berkeadilan. 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa 

penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini. Penelitian-
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penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, maupun 

strategi LPM di berbagai daerah dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun 

demikian, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan, 

baik dari aspek fokus permasalahan maupun dasar hukum yang digunakan. 

Adapun penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Muhammad Taufiq Hasan, “Strategi Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Di 

Keluarahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.”, (2024), 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. 

Adapun yang dibahas oleh Taufiq Hasan adalah: 

a. Penelitian ini menguraikan strategi LPMK dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat, seperti melalui penyuluhan, gotong royong, dan 

pelatihan keterampilan yang mendorong keterlibatan aktif masyarkat 

dalam pembangunan kelurahan. 

b. Penelitian ini juga membahas kendala LPMK, terutama terkait kualitas 

sumber daya manusia pengurus yang masih rendah serta kurangnya 

konsistensi sebagian pengurus dalam melaksanakan tugas, sehingga 

efektivitasnya dalam pembangunan partisipatif belum optimal 

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini: 

a. Penelitian Taufiq Hasan lebih menitikberatkan pada strategi LPMK dalam 

aspek partisipasi pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas peran LPM dalam 

Melindungi hak masyarakat hukum adat. 

b. Landasan hukum penelitian Taufiq Hasan mengacu pada Permendagri dan 

praktik pembangunan di kelurahan, sedangkan penelitian penulis 



 

 

menggunakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 

sebagai dasar hukum untuk menganalisis peran dan implementasi LPM 

terkait masyarakat hukum adat. 

2. Skripsi Lady Mutiara Apicha, “Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf a Nomor 42 Tahun 

2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi Pada Kelurahan 

Komering Lampung Tengah).”, (2023), Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro. Adapun yang dibahas oleh Lady Mutiara adalah: 

a. Penelitian ini menitikberatkan pada fungsi LPM sebagai penampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, namun ditemukan 

bahwa fungsi tersebut belum berjalan maksimal karena jarangnya rapat 

dan lemahnya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. 

b. Faktor penghambat yang dibahas meliputi kurangnya sarana prasarana, 

minimnya keterlibatan anggota LPM, serta rendahnya pemahaman 

masyarakat tentang peran LPM sehingga partisipasi cenderung rendah. 

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini: 

a. Penelitian Lady lebih sempit, hanya membahas fungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi, sedangkan penelitian penulis membahas peran 

LPM secara lebih luas, khususnya dalam aspek perlindungan hak 

masyarakat hukum adat. 

b. Penelitian Lady berlandaskan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 

42 Tahun 2019, sementara penelitian penulis secara spesifik mengacu 

pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 yang 



 

 

memiliki konteks berbeda karena terkait dengan perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalah yang menjadi pokok pembahasan adalah: 

1. Bagaimana efektifitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat? 

2. Apa saja kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat di Kota Sawahlunto terkait upaya perlindungan hak masyarakat 

hukum adat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang 

dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota 

Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah 

Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat di Kota Sawahlunto terkait upaya perlindungan hak masyarakat 

hukum adat. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan 

dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang Hukum 

Tata Negara. 

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain 

terkait perlindungan masyarakat hukum adat. 

c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan 

menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya hukum tata nagara 

tentang efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

tentang efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat. 



 

 

c. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan (input) yang berguna dalam pertimbangan maupun evaluasi 

kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota 

Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

Metodologi adalah panduan penting dalam penelitian. Penelitian sendiri 

adalah proses menemukan kebenaran secara sistematis yang melibatkan 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang 

valid.
20

 Melalui penerapan metode yang sistematis, penelitian bertujuan untuk 

mengungkap fakta, membangun teori, atau menguji hipotesis. Berdasarkan hal 

tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan yaitu 

penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi di tengah 

masyarakat.
21

 Metode yuridis didasarkan pada hukum normatif (peraturan 

perundang-undangan), namun fokusnya bukan pada sistem norma itu sendiri, 

melainkan pada reaksi dan interaksi yang muncul saat norma tersebut 

diterapkan di masyarakat. Sementara itu, metode empiris digunakan untuk 

menganalisis atau melakukan penelitian langsung di kehidupan nyata 
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masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan secara langsung ke 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto. 

2. Pendekatan Masalah 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan cakupan 

analisis yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam metode pendekatan 

ini, hal yang perlu dilakukan adalah menelaah semua peraturan 

perundangan-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan efektivitas 

peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak 

masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan norma-norma 

hukum yang berlaku. 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual merupakan metode analisis yang 

mengeksplorasi  akar permasalahan hukum dengan mengacu pada konsep, 

teori-teori hukum, pandangan-pandangan dan doktrin di bidang ilmu 

hukum terkait efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto. Hal 

ini bertujuan untuk menelaah dan menilai apakah Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat telah mencapai tujuannya 

c. Pendekatan Sejarah (historical approach) 

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami alasan Peraturan 

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat disusun dengan ketentuan-ketentuan tertentu 



 

 

dan bagaimana peraturan ini diterapkan serta berdampak pada masyarakat 

hukum adat. Dalam penelitian ini, juga diperlukan pemahaman konteks 

historis terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta dinamika 

hubungan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di masa 

lalu.  

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu fenomena berdasarkan keadaan, dan gajala-gejala 

sosial lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.
22

 Penelitian ini akan 

memberikan hasil analisis mengenai efektivitas peran Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di 

Kota Sawahlunto saat ini, serta menganalisis implementasi Peraturan Daerah 

Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat. 

4. Lokasi, Populasi, dam Sampel Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera 

Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan wilayah yang 

memiliki keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus menjadi tempat 

berlakunya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Kota Sawahlunto 

menjadi fokus penelitian karena terdapat LPM di tingkat desa/kelurahan, 

kecamatan, hingga kota, yang berperan dalam proses pemberdayaan dan 

perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. 
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b. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto, khususnya 

dalam konteks perlindungan hak masyarakat hukum adat.  

c. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan sekumpulan individu atau elemen 

yang mewakili sebagian dari karakteristik yang terdapat dalam 

keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, 

yaitu dengan memilih subjek yang dianggap paling relevan dan memiliki 

informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Sampel terdiri dari: 

1) LPM Desa/Kelurahan, pengurus LPM tingkat Desa yang memiliki 

komunitas masyarakat hukum adat aktif; 

2) LPM Kecamatan, pengurus LPM di tingkat kecamatan sebagai 

koordinator LPM Desa/Kelurahan; 

3) LPM Kota, pengurus LPM tingkat kota sebagai pembina dan perumus 

kebijakan pemberdayaan; 

4) Tokoh masyarakat adat/Niniak Mamak, sebagai perwakilan masyarakat 

hukum adat yang berinteraksi langsung dengan program LPM; 

5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan 

Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinsos PMDPPA) sebagai 

pembina dan pengawas LPM. 

5. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data  

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Data kepustakaan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

literatur yang mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti 

peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, dokumen resmi 

dari lembaga pemerintahan atau institusi terkait, serta hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial. Kegiatan studi 



 

 

kepustakaan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai sumber utama, serta 

berbagai referensi tambahan yang diperoleh dari pustaka daring maupun 

sumber cetak lainnya. 

2) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian ini, data empiris dikumpulkan melalui kegiatan 

penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan 

digunakan untuk menguraikan temuan-temuan aktual serta menjadi 

dasar dalam melakukan analisis guna menghasilkan kesimpulan yang 

valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

b. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

sumber asalnya tanpa melalui perantara, dan dikumpulkan secara 

mandiri.
23

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan 

sebagai panduan awal, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi 

peneliti untuk menyesuaikan dan mengembangkan pertanyaan sesuai 

dengan dinamika yang muncul selama proses wawancara berlangsung. 

Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu salah satu anggota LPM 

Desa, anggota LPM Kecamatan, anggota LPM Kota, dua orang tokoh 

adat/Niniak Mamak, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Dinsos PMDPPA  Kota Sawahlunto. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui perantara atau 

referensi lain.
24

  

Adapun data sekunder terbagi menjadi: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

diakui oleh negara terdiri dari aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis 

dan memiliki kekuatan hukum mengikat
25

. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria; 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum 

Adat; 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 

11) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

12) Peraturan Walikota Sawahlunto  Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan dan Operasional Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat di Kota Sawahlunto 

 

c. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum 
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primer.
26

 Bahan hukum sekunder bersifat pelengkap, berupa 

publikasi ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal, tesis, disertasi, 

laporan penelitian dan artikel serta dapat juga berupa bahan-bahan 

dari situs di internet yang memberikan interpretasi dan analisis 

terhadap bahan hukum primer. 

d. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakann bahan-bahan hukum yang 

menyediakan informasi pendahuluan dan penjelasan bahan hukum 

primer dan sekunder.
27

 Bahan hukum tersier dapat berupa kamus 

hukum, ensiklopedia hukum, paduan penulisan skripsi hukum, daftar 

pustaka hukum dan kamus bahasa inggris. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut; 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa atau menelusuri 

bahankepustakaan seperti peraturaan perundang-undangan, buku, 

dokumen resmi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dari sumber 

yang dapat dipercaya, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang 

dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. 
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Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada salah satu anggota LPM 

Desa, anggota LPM Kecamatan, anggota LPM Kota, dua orang tokoh 

adat/Niniak Mamak, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Dinsos PMDPPA  Kota Sawahlunto. 

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini diawali dengan proses 

penyuntingan (editing), yaitu tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang 

telah diperoleh, khususnya dari hasil wawancara dengan berbagai pihak 

terkait. Proses pengolahan data ini digunakan untuk mempersiapkan data 

yang terorganisir dan relevan, sehingga memudahkan tahap analisis dalam 

penelitian. 

b. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan 

menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul untuk 

mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kendala yang dihadapi LPM 

dalam menjalankan peran dan fungsinya. Data empiris yang diperoleh dari 

lapangan kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan norma hukum positif, 

teori yang relevan, dan ketentuan dalam Perda LPM sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif.  

 


